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ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of corpogdgernance on tax
avoidance. Corporate governance is proxied by timber of commissioners, the
percentage of independent commissioner, compensaticmmissioners and the
board of directors and stock ownership by the pufdlax avoidance is measured
by the size of the book tax gap .

This study used a quantitative research designsacdndary data from
companies listed in Indonesia Stock Exchange. Bygupurposive sampling in
the observation period 2011-2013, obtained 60 obsiens. Data were analyzed
using ordinary least squares regression models.

Regression results show that the amount of salaygnpensation
commissioners and board of directors have a pesdéivd significant impact on
tax avoidance. While the number of commissionefse fpercentage of
independent commissioners, and the public shargtpldloes not have a
significant effect on tax avoidance. The resultdlo$ study indicate that some
corporate governance mechanisms in Indonesia halseem effective according
to its function for shareholders.

Keywords: tax avoidance, corporate governance,doohcommissioners,
independent commissioners, executive compensadidalic ownership
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengamgrporate governance
perusahaan terhadap penghindaran pajak. Tata kptolasahaan diproksikan
dengan jumlah dewan komisaris, presentase komisatependen, kompensasi
dewan komisaris dan dewan direksi serta kepemilisaham oleh publik.
Penghindaran pajak diukur dengan ukuBaok tax gap

Penelitian ini menggunakan desain penelitian ktaiitdan data sekunder
yang berasal dari perusahaan manufaktur yang terd#ifBursa Efek Indonesia.
Dengan menggunakapurposive samplingdalam periode pengamatan tahun
2011-2013, didapatkan 60 observasi. Data dianatigisggunakan model regresi
ordinary least square

Hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah kompensgaji dewan
komisaris dan dewan direksi memiliki pengaruh piogian signifikan terhadap
penghindaran pajak. Sedangkan jumlah dewan komsjspersentase komisaris
independen, dan kepemilikan saham oleh publik tickgkmiliki pengaruh yang
signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil pgaelini menunjukkan bahwa
beberapa mekanisnmmrporate governare di Indonesia belum berjalan efektif
sesuai fungsinya bagi pemegang saham.

Kata kunci : penghindaran pajak, tata kelola pdrasa, dewan komisaris,
komisaris independen, kompensasi eksekutif, keplkamnilpublik
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan negara terhadap orangdpmbaupun badan
yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balikcasa langsung dan
dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnyakkeman rakyat. Pajak
sangat penting bagi pemerintah karena memberikatrikasi yang besar dalam
penerimaan negara. Dari sudut pandang perusahajaf, pperupakan salah satu
komponen biaya yang mengurangi laba perusahaaranBphjak yang tinggi
mendorong banyak perusahaan berusaha melakukanemamapajak agar pajak
yang dibayarkan lebih sedikit.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya aserngelakukan
penghindaran pajaktax avoidance)dimana perusahaan berusaha mengurangi
beban pajaknya dengan cara yang legal dan tiddkrtengan dengan undang-
undang perpajakan atau dapat juga dikatakan meatkafa kelemahan dalam
undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain medakpenghindaran pajak,
manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapgak (tax evasionflimana
penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untakukan karena melanggar
peraturan perundang-undangan perpajakan. (Faigal Z.2)

Manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha gdakukan tidak

melanggar undang-undang. Pembentukan corporatergmae dapat mengawasi



kinerja pengelola perusahaan yang salah satunyayamgkut perpajakan
perusahaan. Karakteristik corporate governance aselperusahaan tentu saja
menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkaajemen pajak
(Bernad, 2011).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mekm@ahubungan antara
beberapa mekanisme kontrol corporate governanbadap penghindaran pajak
perusahaan. (Sabli dan Noor, 2012) dalam peneilfgmmengungkapkan bahwa
posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegmaitgam, maka dewan
komisaris akan mengutamakan kepentingan pemeganigamsa yaitu
memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainyanggvuhi oleh pajak.
Penelitian Jensen dan Meckling (1976) menyatakamvAadewan komisaris
sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk meaga dan mengontrol
tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan jerilaportunistik mereka.
Dewan komisaris merupakan inti dari corporate goaece yang ditugaskan
untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaangan@si manajemen dalam
mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksanakyntabilitas. Maria
Meilinda(2013) dalam penelitiannya menyatakan bajumdah dewan komisaris
berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. irtiakjalan dengan penelitian
Bhagat dan Black (1999). Sedangkan Minnick dan N{f#0) menyatakan
bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan mesldewan lebih fokus
untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dat@amajemen pajak.

Komisaris independen dibutuhkan pada dewan korsiseniuk mengawasi

dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubnngdengan perilaku



oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).misaris independen
dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyegndbdalam meningkatkan
efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh, }9%%rusahaan yang
berukuran besar dan memiliki struktur yang komplakan maksimal kinerjanya
apabila jumlah komisaris independen semakin ba(gaknad, 2011)

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa mamajepajak merupakan
aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahdam memberikan manfaat kepada
pemegang saham (Graham dan Tucker, 2006; DesaDHammapala, 2006). Phillips
(2003) berpendapat bahwa pemberian kompensasirharpgemotivasi kinerja manajer
dalam meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaDesai dan Dharmapala (2006)
meneliti pengaruitax shelteringdan pemberian kompensasi yang tinggi untuk para
manajer.

Adanya kepentingan diantara para pemegang sahaim dalerusahaan
tampaknya mempengaruhi kecenderungan penghindajak perusahaan (Coet
al., 1999). Bauwhedeet al. (2000), yang menemukan bahwa kepemilikan publik
berperan sebagai penghambat manajemen laba dalamuraegi penghasilan.
Manajemen laba yang didukung oleh publik adalahgyarenaikkan penghasilan,
agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkdteaga saham. Maka
kepemilikan publik akan memiliki pengaruh positdritadap penghindaran pajak

karena pajak merupakan beban yang akan menguedragpkrusahaan.

Minnick dan Noga (2010) mengatakan bahwa menguiuhgan antara
governancedengan manajemen pajak merupakan hal yang menargn 2

alasan, yaitu:



1. Manajemen pajak atau perencanaan pajak dapaatsdtompleks dan
memungkinkan adanya kesempatan dalam pengelolaeaimgga mengerti peran
corporate governancdalam manajemen pajak menjadi hal yang penting.
2. Manajemen pajak memiliki tingkat ketidakpasti@ang tinggi dan mungkin
tidak memberikan dampak secara langsung kepadg&iperusahaan, sehingga
dengan mengerti bagaimagavernanceberhubungan dengan manajemen pajak
dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terlaggimanagovernance
berfungsi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Penelitian — penelitian yang sudah ada tentang gvahg corporate
governance terhadap penghindaran pajak kebanyakaahmeneliti mekanisme
kontrol internal. Sedangkan penelitian dengan rattdn mekanisme kontrol

eksternal seperti kepemilikan masyarakat belum dladiteliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penwdiscoba menganalisis
pengaruh corporate governance terhadap penghindeagak dengan judul
‘“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARA
PAJAK PERUSAHAAN" .

1.2 Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhgmamhindaran
pajak ?
2. Apakah persentase komisaris independen berpengaedhadap
penghindaran pajak ?

3. Apakah gaji eksekutif berpengeruh terhadap pengiamdpajak?



4. Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhpdgsnghindaran
pajak ?
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Pendlitian
Penelitian yang dilakukan ini secara empiris ingimenguji apakah
mekanisme-mekanisme corporate governance memilé&agg@ruh signifikan
terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaarsukhya pada perusahaan
industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efettdnesia.
1.3.2 Manfaat Penelitian
Dengan hasil penelitian ini diharapakan dapat meikdore manfaat yang
antara lain adalah sebagai berikut :
1. Bagi Perusahaan
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahatirpbangan pihak
manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yamgarbdan
efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakarg yaerlaku,
sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajaksabaan di masa
mendatang.
2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan
Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambah&rnmasi bagi para
pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keyuitngestasi.
3. Bagi Regulator
Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukamati&p regulator

dalam membuat peraturan atau kebijakan—kebijakampajakan



sehingga potensi penerimaan negara dari sektor k pajapat

dimaksimalkan.
1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penalisang digunakan

adalah:
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Peramudasalah, Tujuan dan
Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan &rsitika Pembahasan.
BAB Il LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan landasan yang kuat sebagaapdmgan antara teori dan
praktek yang menjadi dasar untuk mengevaluasga &erangka pemikiran.
BAB Il GAMBARAN UMUM
Pada bab ini disajikan jenis data dan sumber daiag ydigunakan dalam
penelitian, metode pengumpulan data, serta metadey ydigunakan untuk
membahas dan menganalisis data.
BAB IV ANALISIS DATA
Pada bab ini disajikan data yang berupa deskriggkopenelitian, analisis data,
serta hasil penelitian dan pembahasan.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini diuraikan kesimpulan akhir dari péiaeliyang telah dilakukan, dan

saran-saran untuk penelitian berikutnya.



BAB I
TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Pajak
2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yangs hdipenuhi
kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadupan perusahaan.

Pajak menurut Dr. Rachmat Soemitro dalam Waluy®@Z20nenyatakan
bahwa“ Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan umgtandang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa tin{kahtraprestasi), yang
langsung dapat ditujukan dan yang dapat digunakantuki membayar
pengeluaran umum”

Definisi pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tent&iypP adalah sebagai
berikut“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yarmgutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasatkadang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digan untuk keperluan
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
2.1.1.2. Jenis Pajak

Menurut golongannya, pajak terdiri dari :

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditangguwerglis oleh wajib
pajak dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkaradeporang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.



2.

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirdgpat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : PBgkambahan Nilai.

Menurut sifatnya, pajak terdiri dari:

1.

2.

Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adaldpe&nya, dalam arti.
Memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti merhpgkan keadaan
diri wajib pajak.

Pajak objektif, yaitu pajak yang dasarnya adalgbkrya, dalam arti tidak

memfokuskan pada diri wajib pajak.

2.1.1.3. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yarah tdltentukan dalam

peraturan perundang-undang perpajakan dalam mé@entjumlah pajak

terhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak bakg pribadi maupun badan.

Beberapa metode yang digunakan untuk mempreseatasiif pajak adalah

1.

Tarif pajakstatutory (statutory tax raje

yaitu tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atasal pengenaan
tertentu,

Tarif pajak rata-ratéAverage Tax rate)

yaitu rasio antara jumlah pajak yang dibayarkanaimg pajak) dengan
dasar pengenaan pajak (laba kena pajak),

Tarif pajak marjinalmarjinal tax rate)

yaitu tarif pajak yang berlaku untuk kenaikan sudasar pengenaan
pajak. Tarif pajak marjinal dapat dihitung dengarenmbandingkan

perbedaan hutang pajak dan perbedaan laba kerka paja



4. Tarif pajak efektif (TPE)
yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE up&kan persentase
tarif pajak yang efektif berlaku atau harus ditéi@patas dasar pengenaan
pajak tertentu.
Struktur tarif yang berhubungan dengan pola péasentarif pajak ada
empat, yaitu:
1. Tarif Proporsional
Yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskifujadi perubahan dasar
pengenaan pajak.
2. Tarif Regresif
Yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenagakpaeningkat.
3. Tarif Progresif
Yaitu tarif pajak yang akan semakin meningkat sdlmandengan naiknya dasar
pengenaan pajak.
4. Tarif Degresif
Yaitu tarif pajak dimana kenaikan persentase tasiak akan semakin rendah
ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
2.1.1.4. Manajemen Pajak
Menurut Suandy (2008), manajemen pajak adalah npanraan
pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap,r,belaa tepat waktu
sehingga dapat menghindari pemborosan sumber delenurut Sophar
Lumbantoruan (1996) menyatakan bahwa manajemeR pdm@ah sarana untuk

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tgtapiah pajak yang dibayar
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dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh Gdm likuiditas yang
diharapkan. Djaiz (1971) dalam Pohan (2011) mengalbubahwa manajemen
pajak adalah melakukan perencanaan, pengorgamsasfengarahan,
pengkoordinasian, dan pengawasan mengenai perpayakey tujuannya adalah
untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningktba atau penghasilan.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut Pohan (20h&phyimpulkan bahwa,
manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang ##akwleh wajib pajak
orang pribadi maupun badan usaha melalui proses@naan, pelaksanaan, dan
pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya aganah yang berhubungan
dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaanaganisasi tersebut dapat
dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehinggpat memberikan kontribusi
yang maksimum bagi perusahaan dalam artian pertengkaba atau penghasilan.
Pohan (2011) juga menjelaskan secara umum tujakokpdilakukannya
manajemen pajak yang baik, yaitu:
1. Meminimalisir beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencamegak tersebut
berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajal yasih dalam ruang
lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuaatpean perundang-undangan
perpajakan.
2. Memaksimumkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajékx surprise)jika terjadi pemeriksaan

pajak yang dilakukan oleh fiskus.
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4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara befiaiere dan efektif sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antarenkliputi:
a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sel@nggghindar dari pengenaan
sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupunksiapidana, seperti bunga,
kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
b. Melaksanakan secara teratur segala ketentuatupgn perundang-undangan
perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemagaembelian, dan fungsi
keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.
Menurut Suandy (2008) motivasi dilakukannya mamaje pajak pada

umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, :yaitu
1. Kebijakan perpajakan

Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yanddiedituju dalam sistem
perpajakan. Penerapan dan perlakuan yang berbemta ddsar peraturan
pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajilakpanembuat wajib pajak
termotivasi untuk melakukan manajemen pajak.
2. Undang-undang perpajakan

Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketenketentuan lain
(Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, KeputMsamteri Keuangan, dan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak), karena tidak asdang-udang yang
mengatur setiap masalah secara sempurna. Tidakgjdtatentuan-ketentuan
tersebut bertentangan dengan undang-undang iturisessthingga terbuka celah
bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatarebetsdengan cermat untuk

manajemen pajak yang baik.
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3. Administrasi perpajakan

Di Indonesia masih sangat sulit dalam pelaksanaakayena wilayahnya
yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Halmiandorong perusahaan
untuk melaksanakan manajemen pajak dengan baik tagandar dari sanksi
administrasi maupun pidana karena adanya perbguaatapat antara fiskus dan
wajib pajak yang diakibatkan oleh luasnya peratyrenpajakan yang berlaku dan
sistem informasi yang masih belum efektif.
2.1.1.5. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh labag vy
diharapkannya melalui penerapan manajemen pajak satunya adalah melalui
penghindaran pajakax avoidancg yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara
yang Yyang tidak melanggar peraturan perundang-gasan perpajakan.
Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagaiu bagian dari strategi
manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undawigug pajak. Menurut Rego
(2003), penghindaran pajak sebagai penggunaan enpezdncanaan pajak untuk
secara legal mengurangi pajak penghasilan yangatkan. Namun, Desai and
Dharmapala (2006) melihat penghindaran pajak seébpgayalahgunaarax
shelters

Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegalbhdax evasioratau
dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu miedekypenghindaran pajak
yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundemtgngan perpajakan.
Menurut Prebble dan Prebble (2012), perbedaanavoidancedantax evasion

adalah bahwaax evasionadalah ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang
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disengaja atau pengelakan peraturan pajak yangkiberdntuk meminimalkan
kewajiban pajakTax avoidancenerupakan penghindaran pajak yang tidak ilegal,
yaitu tindakan mengambil keuntungan pada kesempatag ada dalam peraturan
perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya menghindak pang dilakukan
secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa liartigan dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku dimana metode dan tekhamlg yligunakan cenderung
memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat datalang-undang dan
peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperk@ailah pajak terhutang
(Pohan, 2011).

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkdrahwa penghindaran
pajak (ax avoidancg pada intinya adalah suatu cara untuk menguraearm
pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahandtela dalam undang-
undang perpajakan yang berlaku, sehingga carabtérsielap dapat diaanggap
ilegal.

2.1.2. Corporate Governance

Definisi corporate governancemenurut Organzation for economic
Cooperation and Developme(@ECD, 2004), yang mendefinisikannya sebagai
sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan danendatikan kegiatan bisnis
perusahaan Corporate Governancemengatur pembagian tugas, hak dan
kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap peatisahaan, termasuk para

pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan segug@tsstakeholderson
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pemegang saham. Menurtihe Indonesian Institute for Corporate Governance
(IICG), konsepGood Corporate Governand&CG) dapat didefinisikan sebagai
serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan meadg@mdsuatu perusahaan
agar operasional perusahaan berjalan sesuai ddmgapan para pemangku
kepentinganghareholderk

Menurut Forum for Corporate Governance in IndonegCGI, 2004),
corporate governancadalah seperangkat peraturan yang menetapkan harbung
antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditumenpgah karyawan serta
para pemegang kepentingemern dan eksternlainnya sehubungan dengan hak-
hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lai@nsigang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan. Dari definisi-definigisdbut dapat disimpulkan
bahwacorporate governancepada intinya adalah suatu sistem dan seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegéagnsaewan komisaris,
dan dewan direksi agar kinerja perusahaan dijatardengan efektif, efisien,
transparan dan akuntabel demi tercapainya tujugansasi dan menghindari
kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahakm $u juga dapat
menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yaerguba bagi para
penggunanya untuk mengambil keputusan.

Corporate governancemuncul untuk memberikan keyakinan dan
kepercayaan terhadap investor bahwa dana yang aemnekstasikan dalam
perusahaan digunakan secara tepat dan efisien tegun perusahaan dapat

tercapai yaitu meningkatkan kekayaan pemegang sdbamilai perusahaan juga
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meningkat. Perusahaan harus memastikan bahwagpgnasip dalantorporate
governancetelah diaplikasikan dalam perusahaan dengan baik efektif
sehingga perusahaan dapat berkembang dan semakin be

OECD menyebutkan bahwa kerangl@rporate governanceharus
memastikan petunjuk strategis dari perusahaantiefak pengawasan terhadap
manajemen oleh anggota dewan, dan akuntabilitasm&epada perusahaan dan
shareholdersBhagat and Bolton (2008) menemukan hubungan balongzorate
governanceyang baik berhubungan dengan kinerja yang lebiragzalk pada
masa kini dan masa yang akan datang. Penerapampedaksanaarcorporate
governancealidukung oleh tiga (3) pilar utama yang diharapkian mendorong
terciptanya pasar yang efisien, transparan, darsig@m terhadap peraturan
perundang-undangan, 3 pilar tersebut yaitu negarda usaha , dan masyarakat.
Dalam peraturan BAPEPAM LK X.K.6 Lampiran Kep-134/B006 mengenai
kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emitan@erusahaan publik No.2
poin g dijelaskan tentang Tata Kelola Perusah@@orporate Governance)
Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat menges@erapan tata kelola
perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan olelsgh@an dalam periode
laporan keuangan tahunan terakhir.

Teori-teori yang berhubungan dengaorporate governanceiantaranya
ada dua, yang pertama adatgency theoryang menjelaskan tentang hubungan
kontraktual antara pihak yang mendelegasikan kepuatuertentu dengan pihak

yang menerima pendelegasian tersebut (agen/dimeksgjemen).
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Dalamagencytheoryada beberapa asumsi dasar yang menjadi dasar yaitu
1. Agency Conflictyaitu konflik yang timbul sebagai akibat dari masmagn
melakukan tindakan yang sesuai dengan Kkepentinganggng dapat
mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk maetpesturn dannilai
jangka panjang perusahaan.
2. Agency problemyang timbul sebagai akibat dari kesenjangan antara
kepentingan pemegang saham sebagi pemilik dan emaeajsebagai pengelola.

Kedua, stewardship theorynerupakan harmonisasi antara pemilik modal
(principles) dengan pengelola modéteward)dalam mencapai tujuan bersama
tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana s membangun sebuah
dasar kepemimpinan dan hubungan ansti@eholderdengan manajemen, atau
bisa jadi antardop managementlengan jajaran manajemen lain di bawahnya
dalam sebuah organisasi perusah&iewardship theorglapat dibangun diatas
filosofi mengenai sifat dasar manusia bahwa padaKkanya manusia itu dapat
dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tangguwapbjamemiliki integritas,
dan kejujuran terhadap pihak lain.

Dalam perkembangannya di Indonesia, pada tahur® IB8entuklah
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang
mengeluarkan pedoman unto@rporate governancgang pertama di Indonesia.
KNKCG menyatakan bahwa penerapaoorporate governance sangat

diperlukanoleh perusahaan-perusahaan terutamaapears di sektor publik.
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Hal tersebut dilakukan dalam rangka :

1. Mendorong kesinambungan perusahaan melalui [age yang didasarkan

pada asas transparansi, akuntabilitas, respotasiliindependensi, serta

kesetaraan dan kewajaran.

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandiriasinganasing organ

perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rdpaim Pemegang Saham.

3. Mendorong pemegang saham, dewan komisaris aggotndireksi agar dalam

membuat keputusan dan menjalankan tindakannyadiéargiasi oleh nilai moral

yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan pangadndangan.

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jasedial perusahaan

terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungatateaudisekitar perusahaan.

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegangansadengan tetap

memperhatikan pemangku lainnya.

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara ahsiaupun internasional,

sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang degratorong arus investasi

dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinagatoun
Prinsip-prinsipcorporate governanckeerdasarkan Pedoman Um@ood

Corporate Governancldonesia tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Transparansi

Transparansi adalah pengungkapan kinerja perusaseeara akurat dan tepat

pada waktunya serta transparansi atas hal-halngepérusahaan. Untuk menjaga

tujuan dalam menjalankan bisnis, perusahaan haemyediakan informasi yang

relevan dan dipahami olettakeholders
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2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan penekanan terhadap pentingpenciptaan sistem
monitoring yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan dgas tantara
komisaris, direksi, dan pemegang saham yang jughputie evaluasi, dan
pengendalian terhadap manajemen agar bertindakisisugan pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan. Untuk mempggttagjawabkan
kinerjanya, perusahaan harus dikelola secara tegmiai dengan kepentingan
perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingaregang saham dan
pemangku kepentingan lainnya.

3. Tanggung Jawab

Responsibilitas adalah tanggung jawab dari manajermpengawas manajemen
yang akan bertanggung jawab kepada perusahaan atanppmegang saham.
Prinsip ini dapat diwujudkan dengan kesadaran batamggung jawab adalah
konsekuensi logis dari adanya wewenang, tanggumaojaosial dan menghindari
penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi pnoééslan menjunjung etika
dan memelihara bisnis yang sehat.

4. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehmgging-masing organ di
perusahaan tidak dapat diintervensi/dipengaruth pleak lain. Keputusan yang
dibuat dan proses yang terjadi harus objektif tidgdengaruhi oleh pihak-pihak

tertentu.
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5. Kewajaran dan Kesetaraan

Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentisgiaua pemegang
saham yang berasaskan atas kewajaran dan keset8adah satu tujuan dari
diterapkannyacorporate governancadalah laporan keuangan perusahaan yang
dihasilkan oleh manajemen disajikan dengan prinakutantabilitas dan
transparansi. Laporan keuangan merupakan hal yamging bagi pengguna
informasi dari laporan keuangan tersebut karena peegaruhi keputusan
pengguna tersebut. Untuk mencapai tujuan diterapkacorporategovernance
maka dibentuklah suatu sistem dan susunan tugasel@enang dewan komisaris
dan komite audit agacorporate governancdersebut dapat berjalan dengan
efektif dan efisien. Pembentukan dewan komisarie d@mite audit ini
merupakan suatu bentuk penerapan prinsip—prigsgd corporategovernance
dalam perusahaan untuk meningkatkan keakuratahketeandalan dari informasi
keuangan yang digunakan investor dalam pengamlkiputusan investasi.
Berdasarkan peraturan BAPEPAM LK Kep-134/BL/2006tdag kewajiban
penyampaian laporan keuangan bagi emiten ataugiexas publik, disebutkan
bahwa dalam penyampaian laporan tersebut emitens haremuat laporan
pelaksanaan kerja dewan komisaris dan komite setiagai bagian dari laporan
corporate governancelnformasi—informasi yang dipaparkan antara laimlph
rapat, tingkat kehadiran dan jumlah anggota dal@wad komisaris maupun
komite audit. Penerapan tata kelola perusahaamagikan dapat meminimalisir

praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan,ndinhal tersebut dapat
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merugikan pengguna laporan keuangan karena infolyaag terkandung dalam

laporan keuangan menjadi bias dan tidak akuntabel.

2.2 Pendlitian Terdahulu

Tabe 2.1

Pendlitian Terdahulu

No.

Judul dan Penelifi

Variabel Penelitian

Hasihé&lgian

Sabli dan Noor
(2012)
Tax Planning and

Corporate

Governance

Dependen: perencanaahlubungan

pajak (ETR)

Independen: persentasperencanaan pajak (ETR) tidak

direktur independen darsignifikan

institusional investor

antara corporate

governance dengan

Minnick dan
Noga(2010)

Do Corporate
Governance
Characteristics
Influence Tax

Management?

Variabel Independen

Increase pay
performance,

governance

Variabel dependen: taxdewan komisaris dan direksi

management

external-Kompensasi

if

:-Menemukan hubungan posit
antara GETR dan CETR.

dalam bentuk

insentif jangka panjang bag

akan memotivasi untuk

melakukan tax management.

Maria Meilinda

(2013) PengaruhJumlah

Corporate

Governance

Variabel Independen:

komisaris, presentas

komisaris

dewan kompensasi memiliki pengeruh

independen,GETR

-dewan komisaris dan

gositif terhadap CETR dan
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terhadap

Manajemen Pajak komisaris dan dewa

kompensasi

direksi

Variabel Dependen:

dewah-presentase
hindependen memiliki pengaru

yang negatif terhadap CETR.

komisarjs

h

Manajemen Pajak
(CETR)
Armstrong, et al | Dependentax planning| Kompensasi untuk direktur
(2012) (BTD, ETR pajak mempunyai hubungan
The incentives for Independen: negatif yang kuat dengan ETR.
tax planning kompensasi manajemerSehingga disimpulkan bahwa
semakin besar kompensasi,
agresivitas pajak juga semakin
besar
Irawan dar) Dependen: manajemen

Farahmita (2012)
Pengaruh
Kompensasi
Manajemen dar
Corporate
Governance
Terhadap

Manajemen Paja

Perusahaan

1 (pay-performance

pajak (cash ETR)

Independen:

kompensasi manajemertyang dibayarkan.

sensitivity dan

kepemilikan direksi

- Kepemilikan direksi secarna
signifikan mengurangi pajak
- Namun kompensasi direksi
bukan merupakan mekanisme
yang efektif untuk manajeme

pajak perusahaan.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Skema Pemikiran

ﬁariabel Independen \

Mekanisme Internal CG

N

1. Jumlah dewan komisaris Variabel Dependen

J

\ Penghindaran Pajak
P

[ 2. Persentase Komisaris Independen
N /4
[ 3. Kompensasi Eksekutif

-

1
) 1
1

Mekanisme Eksternal CG

\[:Kepemilikan Publik
1
1
mariabel Kontrol \ !

1. Ukuran Perusahaan K

2. Kinerja Perusahaan

3. Tingkat Hutang Perusahaan

\_ /

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Jumlah Dewan Komisaris dan Penghindaran Pajak
Dalam mengelola perusahaan berdasarkan prinsigh g@eernance, peran

dewan komisaris sangat diperlukan. Mulyadi (2002nyebutkan bahwa dewan
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komisaris adalah wakil dari para pemegang sahang yemfungsi mengawasi
pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajeden mencegah

pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajeme

Coles et al. (2008) menemukan bahwa jumlah dewamidaris yang
optimal berbeda-beda tergantung pada karakteriggkusahaan itu sendiri.
Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki atryldng kompleks akan
maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisagmakin banyak. Hal ini
terjadi karena semakin besar perusahaan akan serbakiyak membutuhkan

penasihat.

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para gemg saham.
Sehingga diharapkan dewan komisaris dapat memaksimaaba dengan
mengurangi beban pajak perusahaan. Diharapkan wlesgaakin banyaknya

dewan komisaris akan meningkatkan penghindaraik pajaisahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yangkdia adalah:

H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran

pajak.

2.4.2 Persentase Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Teori keagenan menyatakan bahwa bahwa semakinr Gasaah
komisaris independen pada dewan komisaris, makalsenbaik mereka bisa
memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan menobtndakan-tindakan
para direktur eksekutif. Premis dari teori keagemaalah bahwa komisaris

independen dibutuhkan pada dewan komisaris untulgaveasi dan mengontrol
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tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaportunistik mereka

(Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam penelitian Minnick dan Noga (2010) menjetaslbahwa adanya
nilai positif terhadap nilai perusahaan setelalalpajang kemudian meningkatkan
kekayaan pemegang saham serta memberikan pendgamg signifikan dari

kinerjabottom line.

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesetapa untuk
mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang Kekg) yang berasal secara
langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direlein diperbesar oleh posisi
equity mereka. Oleh karena itu, komisaris independBanggap sebagai
mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam matkan efektivitas

dewan komisaris (Mangel dan Singh,1993).

Berdasarkan wuraian tersebut dapat disimpulkan &ahkemisaris
independen akan memaksimalkan kinerja dewan koisisdelam tugasnya
melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalBanpkrusahaan, maka

hipotesis yang diajukan :

H2 : Presentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak.

2.4.3 Kompensas Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan Penghindaran
Pajak
Penelitian sebelumnya menemukan beragam penganihk@impensasi

eksekutif terhadap penghindaran pajak. Rego damsdwi(2008), Minnick dan
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Noga (2010), Armstronget al. (2012), dan Rego dan Wilson (2012) menemukan
adanya hubungan positif antara kompensasi dengarghpelaran pajak

perusahaan.

Minnick dan Noga (2010) dan Rego dan Wilson (20&#nggunakan
ukuran kompensasi saham dan opsi saham yang dihekkpada eksekutif,
sedangkan Rego dan Wilson (2008) dan Armstren@l (2012) menggunakan
ukuran total kompensasi, yang terdiri atas jumian gonus, pembayaran insentif
jangka panjang, saham, dan opsi saham, dan jumiatydng diberikan kepada
eksekutif. Dengan adanya komponen saham dan opsimsamanajer akan
memiliki motivasi serupa dengan pemegang saham yaing Manajer akan
menggunakan waktu dan upaya untuk melakukan peagindpajak, demi

memperbesar kekayaan perusahaan.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka hipgt@sgsdiajukan adalah:

H3: Jumlah Kompensas Dewan Komisaris dan Dewan Direks berpengaruh

positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

2.4.4 Kepemilikan Publik dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham gehaan yang
nilainya masing-masing kurang dari 5% dan tidakftéasi dengan perusahaan.
Dapat dikatakan bahwa pemegang saham publik mesnppkmegang saham
dengan kekuatan minoritas dalam perusahadanya kepentingan diantara para
pemegang saham dalam perusahaan tampaknya mempgendga@cenderungan

penghindaran pajak perusahaan (Ceteal, 1999). Bauwhedegt al. (2000), yang
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menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebpgaghambat manajemen
laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen labg gidukung oleh publik
adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhpdra pasar modal dan
meningkatkan harga saham. Maka kepemilikan pultnanemiliki pengaruh positif
terhadap penghindaran pajak karena pajak merugdaddaan yang akan mengurangi

laba perusahaan.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka hipotasgsdiajukan adalah:

H4: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

per usahaaan
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METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Pendlitian dan Definisi Operasional

Pada penelitian ini variabel-variabel yang digumaklalam penelitian ini
yaitu variabel dependen, variabel independen, damabel kontrol. Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah penghindaggakpVariabel independen
yang akan diteliti antara lain jumlah dewan konigapersentase komisaris
independen, jumlah kompensasi dewan komisaris saet@an direksi dan
kepemilikan publik, sedangkan variabel kontrol yakgn diteliti adalah ukuran
perusahaan, kinerja perusahaan,dan tingkat huenigghaan
3.1.1 Variabel Dependen
3.1.1.1. Penghindaran Pajak

Variabel dependen adalah variabel yang dipenganlbh variabel
independen. Dalam penelitian ini variabel dependaity penghindaran pajak.
Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan hkmolgap (BTG), selisih
antara laba sebelum pajak yang dengan laba kea& pajusahaan dilaporkan
dalam laporan keuangan perusahaan yang didapaBBarMengikuti penelitian
yang sebelumnya dilakukan oleh Desai Dharmapal&j2@@n Manzon Plesko

(2002).

27



28

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Jumlah Dewan Komisaris (BOARD)

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mykiian bahwa
jumlah dewan komisaris mempengaruhi efektifitas gasasan dalam
perusahaan., variabel ini diukur secara numerdil, yiilihat jumlah nominal dari
anggota yang tergabung dalam dewan komisaris spenalitian Subramaniagt
al (2009).
3.1.2.2 Persentase Komisaris Independen (INDEP)

Skala yang digunakan untuk mengukur komposisi dewamisaris
independen yaitu dengan skala rasio, yaitu persentanlah anggota dewan
komisaris independen dengan jumlah total anggatsadekomisaris. Pengukuran
ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian gdagukan oleh Khan (2010).

Variabel ini dirumuskan sebagai berikut

Jumlah anggota dewan komisaris independen
INDEP =

Jumlah total anggota dewan komisaris
3.1.23 Jumlah Kompensass Dewan Komisaris serta Dewan Direks
(LKOMP)

Penelitian ini mengikuti Core, et al. (1999), Gageal. (2008), Rego dan
Wilson (2008), Gaertner (2011), dan Armstrong et(a012) yang mengukur
kompensasi eksekutif dengan menggunakan total kesage diterima eksekutif
selama satu tahun. Penelitian ini mengukur kompensisekutif sebagai
logaritma total kompensasi, yang mencakup jumlgh banus, tunjangan, dan
pembayaran lain yang diterima eksekutif (dewan kané dan direksi) selama

satu tahun. Dalam penelitian ini, total kompendzesji dewan komisaris dan
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direksi dilihat dari catatan atas laporan keuandan laporan tahunan yang

dipublikasi perusahaan.

3.1.2.4 Kepemilikan Saham Publik
Struktur kepemilikan publik menggambarkan kekuat@@ngaruh

masyarakat terhadap perusahaan. Kepemilikan pub&kupakan saham yang
dimiliki masyarakat (tidak terafiliasi dengan peabaan) dan masing-masing
tidak lebih dari 5% kepemilikan. Penelitian ini ngéuti Handayani (2007) yang
mengukur kepemilikan saham oleh publik dengan mengikgn persentase yaitu
kepemilikan saham publik dibagi total saham bered@ata persentase
kepemilikan publik diperoleh dari struktur pemegasgham dalam laporan

tahunan perusahaan.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendailikatau dibuat
konstan sehingga hubungan variabel independendigphzariabel dependen tidak
dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak ditelititalm penelitian ini, variabel

kontrol yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan (L SIZE)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikekanpberdasarkan
besar kecilnya perusahaan. Penelitian ini mengikgsai dan Dharmapala
(2006), Minnick dan Noga (2010), dan Sabli dan N{®¥12) yang mengukur

ukuran perusahaan menggunakan logeriari total aset perusahaan.
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3.1.3.2Kinerja Perusahaan (ROA)

Richardson dan Lanis (2007) mengemukakan bahwaasipperusahaan
dapat memberikan dampak kepada manajemen pajakraDpperusahaan
tercermin dari kinerja perusahaan. Penilaian kinerjerupakan suatu bentuk
refleksi kewajiban dan tanggung jawab untuk meleporkinerja, aktivitas,
sumber daya yang telah dipakai, dicapai, dan dipmgBernad, 2011). Untuk
melihat kinerja secara keseluruhan tanpa mengesgkgn efek manajemen
pajak, maka digunakan ROA sebagai proxy (Minnick timga, 2010). Sari dan
Martani (2010) mengemukakan bahwa ROA digunakaagahbvariabel kontrol
untuk mengontrol profitabilitas perusahaan. Dalaranghtian ini kinerja
perusahaan disimbolkan dengan ROA. Kinerja perasahdihitung dengan

menggunakan ROA. Formula ROA adalah sebagai berikut

Net Income

ROA=————
Total Asset

3.1.3.3 Tingkat Hutang Perusahaan

Jensen (1986) menunjukkan bahwa tingkat utang yamggi akan
mengurangi masalah keagenan. Dengan menerbitkamg, uraanajemen akan
berusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk memhagag beserta bunganya
di masa depan. Pembayaran ini tentu saja bisa ullidek apabila kinerja
perusahaan baik. Oleh karena itu, utang dapat mangumasalah keagenan.
Dalam penelitian ini rasio hutang disimbolkan dendaEBT. Rasio Hutang

dihitung dengan formulBebt Ratio FormulaDebt Ratioyaitu:

Total Debt

Debt Ratio =
€ atto Total Book Value of Equity
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3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalaBmua perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indone®8&l] pada periode 2011-
2013. Sampel dipilih berdasarkan metode purposamapting, dengan kriteria

sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan manufaktur

2. Terdapat laporan tahunan dan laporan keuanganaahsgiama 3 tahun
berturut-turut (tahun 2011-2013) yang dapat diakdes situs BEI
(www.idx.co.id) atau dari situs perusahaan

3. Laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiahliffenkriteria ini
adalah karena penggunaan mata uang yang berbedt rdapimbulkan
perbedaan kurs meskipun telah dilakukan konversi.

4. Tahun buku berakhir 31 desember. Hal ini untuk @gmjkeseragaman
terhadap sampel dan analisisnya.

5. Laporan keuangan yang memiliki data yang dibutuhs@lama 3 tahun
(2011-2013) yaitu:
1. Perhitungan rekonsiliasi fiskal
2. Jumlah dewan komisaris
3. Jumlah komisaris independen
4. Jumlah kompensasi yang diterima dewan komigansdireksi
5. Struktur pemegang saham

6. Perusahaan tidak mengalami BTG negatif
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3.3 Jenisdan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalata d&kunder yang
berupa laporan tahunan dan laporan keuangan sesnusapaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat diaklseiswww.idx.co.id atau dari
website masing-masing perusahaan. Data termaswudgaielata panel karena
berasal dari objek yang berbeda-beda dan secaxaraaktu. Daftar perusahaan
manufaktur menurut klasifikasinya diperoleh dariXiFact Book tahun 2011-

2013.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini éddengan metode
dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokunaxthen yang sudah ada.
Setelah memperoleh daftar perusahaan manufakamagderiode 2011-2013 dari
IDX Fact Book tahun 2011-2013, kemudian mengaksg®rhn tahunan dan

laporan keuangan tahunannya dan mengumpulkan dttarang dibutuhkan.

3.5Metode Analisis
Penelitian ini menggunakan model regresi ordinagst square (OLS)
untuk menguiji hipotesis, mengikuti Annisa (2011hod (2011), dan Sabli dan

Noor (2012). Model penelitian ini adalah sebagaildos :

BTG = B0 + B1BOARD + B2INDEP + B3LKOMP + B4PUB + BSLSIZE

+ B6ROA + B7DEBT + e
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Dimana :

Variabel dependen:

BTG : Penghindaran pajak berdasarkan book tax gapuddndari
selisih laba perusahaan sebelum pajak dan latmapagak
perusahaan

Variabel independen :

BOARD : jumlah dewan komisaris

INDEP . presentase komisaris independen terhadalah dewan
komisaris

LKOMP . Logaritma Total kompensasi selama setalangyditerima

direksi dan dewan direksi
PUB . presentase kepemilikan masyarakat (publik)

Variabel kontrol :

LSIZE : merupakan logaritma total asset perusahaan
ROA . laba bersih dibagi total aset
DEBT : total hutang dibagi ekuitas

Dalam menganalisis data, dilakukan perhitungatmsttadan pengujian

sebagai berikut.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkiata yang dilihat
dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varimaksimum, minimum, range,
kurtosis, dan kemencengan distribusi (skewnesspZ@h 2006). Deskriptif data
yang akan digunakan dalam penelitian ini yaituimiaimum, maksimum, mean,

dan standar deviasi.
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakaodel regresi. Uji
asumsi klasik yang digunakan dalam penelitiandail@h uji multikolinearitas, uiji

autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji raditas.

3.5.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji ajdk terdapat korelasi
antar variabel independen dalam model regresi.rdadel regresi yang baik,
seharusnya tidak terdapat korelasi antar variab@¢genden. Cara mendeteksi
keberadaan multikolinieritas dalam model regresigfigan ini mengikuti salah
satu cara menurut Ghozali (2006) yaitu dengan meliilai tolerance dan
lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). Ulam ini menunjukkan setiap
variabel independen manakah yang dijelaskan olelabel independen lainnya.
Dikatakan terdapat multikolinearitas apabila adaiabel independen yang

memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 atau nWaF lebih dari 10.

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apattalam model regresi
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggupetde t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Problemok@elasi sering
ditemukan pada data runtut waktu (time series). élloegresi yang baik adalah
yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006). Ranelini akan menggunakan
Run Test dalam mendeteksi ada tidaknya autokordlakatakan model regresi
tidak terdapat autokorelasi apabila signifikansnRitest tidak signifikan (lebih

besar dari 0,05).
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3.5.2.3 Uji Heter oskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk merepgkah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residsgtu pengamatan ke
pengamatan yang lain (heteroskedastisitas). Madgksi yang baik adalah yang
homokedastisitas, yaitu variance residual tetap of@l, 2006). Dalam
mendeteksi heteroskedastisitas, penelitian ini ak@mggunakan uji Park. Uji
park mengemukakan metode bahwa varian@en@@®rupakan fungsi dari variabel-
variabel independen. Maka Uji park melakukan regoengan variance (B
sebagai variabel dependen. Apabila ditemukan wariahdependen yang

signifikan terhadap variance maka terjadi heterakasitas.

3.5.2.4 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apalalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki dissibnormal. Uji t dan F
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti digsi normal. Jika asumsi
dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak validtuk uji sampel kecil (ghozali,
2006). Penelitian ini menggunakan uji statistik lkogorov Smirnov untuk
mendeteksi apakah residual terdistribusi normal didak. Dikatakan model
regresi mematuhi asumsi normalitas apabila nilalm$gorov Smirnov tidak

signifikan, atau lebih besar dari 0,05.

3.5.3 Analisis goodness of fit model
Analisisi goodness of fit model digunakan untukngugkur ketepatan
fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai akt@a&ngukuran goodness of fit

dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nggatistik F dan nilai statistik t
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(Ghozali, 2006). Penelitian ini berusaha mengaisalengaruh dari variabel-
variabel tata kelola perusahaan, baik secara barsama maupun terpisah
terhadap penghindaran pajak. Sehinggga didapatianalpaman yang lebih

mendalam tentang pengaruh yang diteliti.

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R) mengukur sejauh mana kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel independen,atenidgi antara nol dan satu.
Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel petelen dalam
menjelaskan variabel-variabel dependen sangattébélilai yang mendekati
satu berarti variabel-variabel independen membamgir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dejgen(Ghozali,2006). Nilai
R2 digunakan dalam model penelitian yang secara khmsneliti permasalahan

dalam lingkup tertentu. Sedangkan nikadjusted R digunakan untuk model
penelitian yang hasil penelitiannya digunakan unhénjelaskan fenomena pada

lingkup yang lebih umum, Sehingga penelitian ininggunakan nilaiAdjusted

R2.
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semaaiabel independen
yang diasumsikan dalam model mempunyai pengarularasebersama-sama

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).
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c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Stailst)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauengaruh satu variabel
independen secara individual dalam menerangkamasiakariabel dependen

(Ghozali, 2006).

3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruhaketi proksi tata
kelola perusahaan, yaitu BOARD,INDEP, KOMP, PUirta variabel kontrol
yaitu SIZE, ROA dan DEBT baik secara bersama-sama maupdiridual

terhadap variabel penghindaran pajak (BTG).

Tujuan dilakukannya kedua pengukuran ini sekaligustu untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentmgamh variabel tata
kelola perusahaan dalam penelitian. Dalam mengugitésis dalam penelitian ini,
digunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apapitababilitas nilai F dalam uji
signifikansi simultan (uji statistik F) lebih kecdari 0,05 (signifikan), maka
disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakamkumemprediksi variabel
dependen, atau dikatakan bahwa semua variabelendep secara bersama-sama
berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan dgjiasignifikansi parameter
individual (uji statistik t), apabila probabilitagariabel independen tertentu
signifikan pada 0,05, maka dikatakan bahwa variabelependen tersebut

mempengaruhi variabel dependen.



